
melakukan pengawasan  terhadap pelaksanaan pengadaan 

barang   dan jasa serta kegiatan pengelolaan keuangan baik 

yang terkait dana APBN maupun APBD  sehingga dapat 

meminimalisir bahkan mencegah bentuk-bentuk penyelewangan 

yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

3. Untuk  mengoptimalkan kinerja Kejaksaan dalam penegakan 

hukum  pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  agar melengkapi  

kewenangan  Institusi tersebut  untuk dapat  menerobos 

ketentuan atau prosedur yang ada yang selama ini menghambat 

proses penyidikan dan penambahan anggaran  yang memadai 

untuk dapat membiayai operasional penyidikan  dan penuntutan 

sebagaimana halnya yang dilakukan terhadap lembaga Komisi 

Pemberantasan Korupsi  yang tentunya harus pula didukung 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur 

jaksa  dengan secara kontinyue melakukan pelatihan dan 

pendidikan teknis  sehubungan dengan  penanganan tindak 

pidana korupsi. 
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